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PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 
NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

LIKUIDASI BANK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
DEWAN KOMISIONER 

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi turut aktif dalam 

memelihara stabilitas sistem perbankan, salah satu 

tugas Lembaga Penjamin Simpanan yaitu melakukan 
penyelesaian bank gagal melalui likuidasi bank; 

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan percepatan 

pelaksanaan likuidasi bank dengan tetap memperhatikan 
prinsip tata kelola yang baik, diperlukan suatu peraturan 

yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat 

menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara 
efektif;  

c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 

1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga 

Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang 
Likuidasi Bank belum mengakomodasi perkembangan 

hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan 

tentang Likuidasi Bank; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4963); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5872); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG 

LIKUIDASI BANK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai 
perbankan serta bank umum syariah dan bank 

pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 
2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari 

bank asing yang didirikan berdasarkan hukum asing dan 

berkantor pusat di luar negeri yang secara langsung dan 
tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat 

bank asing yang bersangkutan dan mempunyai alamat 

serta tempat kedudukan di Indonesia. 

3. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat 
LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga 

Penjamin Simpanan. 
4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK 

adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa 
Keuangan. 

5. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan 

keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya 
serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 

6. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau 

tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan. 
7. Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai perbankan atau 

nasabah penerima fasilitas sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 

8. Direksi adalah direksi bagi Bank berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas dan perusahaan daerah, 
pengurus bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, 

atau pimpinan bagi Kantor Cabang Bank Asing. 

9. Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah 
pihak yang ditunjuk untuk sementara waktu 

menjalankan tugas Direksi sampai ditetapkannya Direksi 

yang definitif, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 
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Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

10. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi Bank 

berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dewan 
pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum 

perusahaan daerah, pengawas bagi Bank berbentuk 

badan hukum koperasi, atau pihak yang ditunjuk untuk 
melaksanakan fungsi pengawasan bagi Kantor Cabang 

Bank Asing. 

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 
disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 
12. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh 

aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin 

usaha dan pembubaran badan hukum Bank. 

13. Bank dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut 
izin usahanya oleh OJK dan sedang dalam proses 

Likuidasi Bank. 

14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan 
Likuidasi Bank. 

15. Tenaga Pendukung Tim Likuidasi adalah tenaga 

pendukung yang diangkat oleh Tim Likuidasi untuk 
membantu Tim Likuidasi dalam pelaksanaan Likuidasi 

Bank. 

16. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan 
penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang 

Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh OJK. 

17. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal 

pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

18. Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan 

pelaksanaan likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi 
kepada LPS secara bulanan. 

19. Laporan Aset Neto pada Awal Periode adalah laporan 

yang menyajikan aset neto yang disusun oleh Tim 
Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank yang 

telah diaudit untuk didistribusikan kepada LPS, 

Kreditur, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode 
pelaporan. 

20. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode adalah 

laporan berkala tahunan yang disusun oleh Tim 

Likuidasi. 
21. Laporan Aset Neto pada Akhir Periode adalah neraca 

akhir likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 
22. Potongan Utang adalah potongan atau pengurangan atas 

utang yang masih harus dibayar oleh Debitur baik 

berupa utang pokok, utang bunga atau bentuk lain yang 
dipersamakan dengan utang bunga berdasarkan prinsip 

syariah, dan utang denda untuk pelunasan utang 

Debitur kepada Bank dalam Likuidasi. 
23. Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada 

Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atas 

pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam 
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Likuidasi. 
 

BAB II 

TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA 
 

Pasal 2 

(1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh OJK 
maka: 

a. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan 

untuk pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut 
izin usahanya sebelum proses Likuidasi Bank 

dimulai; dan 

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal 
yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan 

perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan 

kewajiban Bank kecuali atas persetujuan dan/atau 

penugasan LPS. 
(2) Tindakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. menguasai dan mengelola aset Bank;  
b. mengelola kewajiban Bank; dan 

c. melakukan koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau 
instansi terkait lainnya. 

(3) Untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas 
nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk. 

 

Pasal 3 

Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS 
mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang 

pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. 

 
Pasal 4 

(1) Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas 

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca 
Penutupan paling lama 15 (lima belas) hari kalender 

sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank. 

(2) LPS dan OJK berkoordinasi untuk memastikan Direksi 
atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi 

menyusun Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) LPS menyerahkan Neraca Penutupan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Likuidasi paling 

lama 1 (satu) hari kerja sejak LPS menerima Neraca 

Penutupan dari OJK. 
 

Pasal 5 

Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi 
yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1), dinyatakan menghambat proses 

Likuidasi Bank sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 6 
(1) Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera 

memutuskan hal: 
a. pembubaran badan hukum Bank; 

b. pembentukan Tim Likuidasi;  

c. penetapan status Bank sebagai Bank dalam 
Likuidasi; dan 

d. penonaktifan seluruh anggota Direksi dan anggota 

Dewan Komisaris. 
(2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah 

RUPS yang dibuat dalam akta notaris. 
(3) Jika terdapat permohonan pemberhentian dari anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris nonaktif dan 

LPS menilai bahwa penonaktifan anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi, 

LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris nonaktif 
sebelum berakhirnya pelaksanaan Likuidasi Bank. 

 

Pasal 7 
Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1), Bank disebut sebagai Bank dalam Likuidasi dan 

wajib mencantumkan kata Dalam Likuidasi setelah penulisan 
nama Bank. 

 

BAB III 

TIM LIKUIDASI 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 8 

(1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi: 
a. seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank 

dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; 

dan 
b. seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

menjadi: 

1. nonaktif, kecuali untuk menyelesaikan 

kewajiban menyusun Neraca Penutupan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); 

dan 

2. tidak berhak menerima gaji atau penghasilan 
lainnya sebagai anggota Direksi atau anggota 

Dewan Komisaris nonaktif dari Bank dalam 

Likuidasi. 
(2) Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, 

dan mantan pegawai Bank dalam Likuidasi berkewajiban 

untuk setiap saat membantu memberikan segala data 
dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. 
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Bagian Kedua 
Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi 

 

Pasal 9 
Tim Likuidasi mempunyai tugas: 

a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran 

badan hukum Bank; 
b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pemutusan 

hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan 

pesangon pegawai Bank; 
c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank; 

d. menyampaikan laporan kepada LPS; 

e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi 
Bank; 

f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak yang 

melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar 

hukum yang mengakibatkan kerugian atau 
membahayakan kelangsungan usaha Bank; 

g. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan 

simpanan; dan  
h. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk 

pelaksanaan Likuidasi Bank. 

 
Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang: 
a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya untuk 

penjualan aset dan/atau penagihan piutang terhadap 

para Debitur termasuk pemberian Potongan Utang sesuai 

dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan 
Peraturan Lembaga ini; 

b. mempekerjakan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;  

c. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan 
Likuidasi Bank; 

d. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur; 

e. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban 
kepada para Kreditur; 

f. mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang 

berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank 
tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan; 

g. meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas 

segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan 

berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, 
yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 

sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan 

hukum Bank yang wajib dilakukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. melakukan perjumpaan utang antara kredit dan/atau 

pembiayaan Debitur dan simpanan milik Debitur yang 
tidak layak dibayar atau tidak dibayarkan 

penjaminannya; dan  

i. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam 
pelaksanaan Likuidasi Bank. 
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Pasal 11 
Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi wajib 

mempertimbangkan: 
a. efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Likuidasi 

Bank;  

b. kemampuan keuangan Bank dalam Likuidasi; dan  
c. keahlian dan integritas Tenaga Pendukung Tim Likuidasi 

atau pihak yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan 

Likuidasi Bank. 
 

Pasal 12 

Untuk mewakili Bank dalam Likuidasi di dalam maupun di 
luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 

f, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan 

jasa advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 13 

Untuk meminta pembatalan kepada pengadilan niaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim 

Likuidasi: 

a. mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada saat 
tanggal pencabutan izin usaha Bank yang diduga 

merugikan Bank yang dibuat dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank, 
dengan cara: 

1. meneliti keabsahan perikatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; dan 

2. meneliti kewajaran harga transaksi; 
b. mengajukan pembatalan kepada pengadilan niaga; 

dan/atau 

c. melakukan tindakan lain yang diperlukan. 
 

Bagian Ketiga 

Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi 
 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib 
diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim 

Likuidasi. 

(2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat 
diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu 

pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali 
masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam 
keputusan RUPS. 

(4) Dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditetapkan bahwa pelaksanaan Likuidasi Bank 
dapat diakhiri oleh LPS sebagai RUPS sebelum 

berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
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(5) Pengakhiran Likudasi Bank sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dapat dilaksanakan sepanjang dalam keputusan 

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 

diputuskan bahwa pelaksanaan Likuidasi Bank dapat 
diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan 

Likuidasi Bank. 

 
Bagian Keempat 

Anggota Tim Likuidasi 

 
Pasal 15 

(1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank dalam 

Likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 
9 (sembilan) orang. 

(2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan 

dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan Likuidasi Bank. 
(3) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota Direksi, Dewan 

Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai 

anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan 
pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Bank, 

bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan 

kepentingan. 
(4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan oleh LPS 

sebagai ketua Tim Likuidasi. 

 
Pasal 16 

(1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan 

mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon 

anggota Tim Likuidasi. 
(2) Sesama anggota Tim Likuidasi serta antara anggota Tim 

Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi tidak 

boleh memiliki hubungan keluarga: 
a. suami atau istri; 

b. orang tua dan anak; 

c. orang tua dari suami atau istri; 
d. suami atau istri dari anak; 

e. saudara kandung/tiri; atau 

f. saudara kandung/tiri dari suami/istri. 
 

Pasal 17 

(1) LPS dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi 

sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir 
jika anggota Tim Likuidasi: 

a. menjadi anggota Tim Likuidasi pada Bank dalam 

Likuidasi lainnya, kecuali dipandang perlu oleh LPS 
untuk merangkap sebagai anggota Tim Likuidasi 

pada Bank dalam Likuidasi lainnya; 

b. tidak menjalankan tugas dengan baik; 
c. melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan; 

d. mengundurkan diri; dan/atau 
e. berhalangan tetap. 

(2) LPS dapat menonaktifkan anggota Tim Likuidasi yang 

terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan 
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Bank dalam Likuidasi. 
(3) Anggota Tim Likuidasi yang dinonaktifkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak berhak atas honorarium 

dan penghasilan/fasilitas lain selama anggota Tim 
Likuidasi dimaksud dinonaktifkan. 

(4) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan, anggota Tim 

Likuidasi yang dinonaktifkan tidak terbukti melakukan 
tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi, 

anggota Tim Likuidasi dapat diaktifkan kembali dan hak 

atas honorarium dan penghasilan/fasilitas lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dan 

dibayarkan kembali. 

(5) LPS dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi 
yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

atau yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) untuk sisa masa tugasnya. 

 
Bagian Kelima 

Honorarium Tim Likuidasi 

 
Pasal 18 

(1) Tim Likuidasi diberikan: 

a. honorarium; dan 
b. penghasilan/fasilitas lain, 

yang ditetapkan oleh RUPS. 

(2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan 

mempertimbangkan: 

a. honorarium dasar, yang dihitung berdasarkan 

jumlah aset, jumlah kewajiban, dan jumlah Debitur 
Bank dalam Likuidasi; dan 

b. faktor penyesuaian: 

1. kualifikasi anggota Tim Likuidasi; 
2. kompleksitas pencairan aset kredit dan/atau 

pembiayaan; 

3. jumlah anggota Tim Likuidasi; 
4. posisi keanggotaan Tim Likuidasi; 

5. daerah terpencil; dan 

6. tingkat inflasi tahunan. 
(3) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. tunjangan hari raya;  

b. Insentif;  
c. keikutsertaan dalam program jaminan sosial sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 
d. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, 

kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total 

premi per tahun untuk masing-masing anggota Tim 
Likuidasi paling banyak 1 (satu) kali honorarium 

dari anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan. 

(4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan 
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hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang 
bersangkutan, atau berdasarkan hari raya 

keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan 

Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; dan 
c. besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 
(5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang 

telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) 
hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar 

pemberian tunjangan hari raya tersebut. 

(6) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan 
komponen biaya Likuidasi Bank yang menjadi beban 

Bank dalam Likuidasi. 

(7) Pedoman perhitungan honorarium Tim Likuidasi 

ditetapkan oleh LPS. 
 

Bagian Keenam 

Tenaga Pendukung Tim Likuidasi 
 

Pasal 19 

(1) Dalam pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi 
dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi. 

(2) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim 
Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS. 

(3) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berasal dari dalam Bank dalam 

Likuidasi, termasuk anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris nonaktif, maupun dari luar Bank dalam 

Likuidasi. 

(4) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga 
Pendukung Tim Likuidasi meliputi:  

a. honorarium;  

b. tunjangan hari raya;  
c. Insentif;  

d. keikutsertaan dalam program jaminan sosial sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

e. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, 

kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total 

premi per tahun untuk masing-masing Tenaga 
Pendukung Tim Likuidasi paling banyak 1 (satu) kali 

honorarium dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi 

yang bersangkutan. 
(5) Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi 

ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat 

persetujuan dari LPS. 
(6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan 

ketentuan: 
a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan 

hari raya keagamaan Tenaga Pendukung Tim 
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Likuidasi yang bersangkutan atau berdasarkan hari 
raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan 

Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; dan 

c. besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung 
Tim Likuidasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan. 
(7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung 

Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim 
Likuidasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum 

perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan 

hari raya tersebut. 
(8) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan 

komponen biaya Likuidasi Bank yang menjadi beban 

Bank dalam Likuidasi. 

 
Bagian Ketujuh 

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi 

 
Pasal 20 

(1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran 

biaya untuk melaksanakan Likuidasi Bank sesuai 
pedoman yang ditetapkan oleh LPS.  

(2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;  

b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan; 

c. rencana pencairan aset dan/atau penagihan 

piutang;  
d. rencana pembayaran kepada Kreditur; 

e. jumlah pegawai yang diperlukan; dan 

f. biaya Likuidasi Bank. 
(3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama 

jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank yang dirinci 
secara bulanan. 

(4) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPS paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi 

terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas 

Tim Likuidasi. 

(5) LPS dapat memberikan persetujuan atas rencana kerja 
dan anggaran biaya yang disusun sesuai pedoman yang 

ditetapkan oleh LPS, paling lama 20 (dua puluh) hari 

kalender setelah LPS menerima rencana kerja dan 
anggaran biaya. 

(6) Sebelum memberikan persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), LPS dapat meminta perbaikan 
atas rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud. 

(7) Tim Likuidasi menyampaikan perbaikan rencana kerja 

dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya 

surat permintaan perbaikan dari LPS. 
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Pasal 21 
(1) Dalam hal diperlukan, Tim Likuidasi dapat 

menyampaikan perubahan rencana kerja dan anggaran 

biaya tahun berjalan kepada LPS untuk mendapatkan 
persetujuan. 

(2) LPS dapat memberikan persetujuan atas perubahan 

rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari 

kalender setelah LPS menerima perubahan rencana kerja 

dan anggaran biaya dimaksud. 
(3) Dalam hal LPS belum atau tidak memberikan 

persetujuan atas perubahan rencana kerja dan anggaran 

biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim 
Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan 

anggaran biaya terakhir yang telah disetujui LPS. 

 

BAB IV 
PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK 

 

Pasal 22 
(1) Dalam melaksanakan pembubaran badan hukum Bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, 

Tim Likuidasi melaksanakan tindakan: 
a. memberitahukan kepada semua Kreditur mengenai 

pembubaran badan hukum Bank dengan cara 

mengumumkan pembubaran badan hukum Bank 
dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) 

surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; 

dan 

b. memberitahukan pembubaran badan hukum Bank 
kepada instansi yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender 

sejak tanggal pembubaran badan hukum Bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. 
(3) Pemberitahuan kepada Kreditur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: 

a. pembubaran badan hukum Bank dan dasar 
hukumnya;  

b. nama dan alamat Tim Likuidasi; 

c. tata cara pengajuan tagihan; dan 

d. jangka waktu pengajuan tagihan. 
(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf d 60 (enam puluh) hari kalender 

terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

 

BAB V 
PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA PEGAWAI BANK 

DALAM LIKUIDASI 

 
Pasal 23 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan 
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membayarkan: 
a. gaji pegawai yang terutang yang menjadi kewajiban 

Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin 

usaha Bank; dan 
b. pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada 

pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan 

kerja yang dilakukan oleh: 
1. Bank pada masa Bank dalam status 

pengawasan khusus yang diikuti dengan 

pencabutan izin usaha Bank, yang tercatat 
pada neraca Bank; dan 

2. Tim Likuidasi setelah pencabutan izin usaha 

Bank. 
(2) Dalam hal Bank dalam Likuidasi tidak memiliki dana 

yang cukup untuk membayar gaji pegawai yang terutang 

dan pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), LPS dapat memberikan dana talangan. 
(3) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan 

pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo maka atas 

persetujuan LPS, Direksi atau Pihak yang Ditunjuk 
Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan 

pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk 

pembayaran gaji tersebut tersedia. 
(4) Tim Likuidasi membuat perhitungan hak pegawai lainnya 

yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk seluruh 

kewajiban yang belum diselesaikan kepada pegawai yang 

diberhentikan atau dilakukan pemutusan hubungan 

kerja sebelum pencabutan izin usaha Bank.  
(5) Perhitungan hak pegawai lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dicatat sebagai kewajiban Bank dalam 

Likuidasi pada kelompok kewajiban kepada Kreditur 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 

 
Pasal 24 

(1) Gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan seluruh gaji 
pegawai yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal 

Bank Gagal dicabut izin usahanya namun belum 

dibayarkan. 

(2) Pembayaran gaji pegawai yang terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan 

dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai 

kepada Bank dalam Likuidasi, kecuali untuk 
pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum 

pencabutan izin usaha Bank sampai dengan pemutusan 

hubungan kerja oleh Tim Likuidasi. 
(3) Pembayaran gaji pegawai yang terutang bulan terakhir 

sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan 

pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

memperhitungkan kewajiban pegawai kepada Bank 

dalam Likuidasi yang telah jatuh tempo. 
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Pasal 25 
(1) Tim Likuidasi membayar gaji pegawai sampai dengan 

dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tim 

Likuidasi. 
(2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk dalam biaya operasional Bank dalam Likuidasi. 

 
Pasal 26 

(1) Pembayaran pesangon pegawai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan 
memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada 

Bank dalam Likuidasi. 

(2) Tim Likuidasi meminta persetujuan LPS untuk 
melakukan pembayaran pesangon pegawai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perhitungannya. 

(3) Tim Likuidasi melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap seluruh pegawai Bank dalam Likuidasi paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi. 

 

Pasal 27 
(1) Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji pegawai yang 

terutang dan pesangon bagi pegawai yang diindikasikan 

melakukan tindak pidana yang merugikan Bank, kecuali 
gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin 

usaha Bank.  

(2) Dalam hal: 
a. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap, pegawai yang bersangkutan tidak 

terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan 

Bank; atau 
b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi 

Bank, pegawai yang bersangkutan tidak ditetapkan 

sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana 
yang merugikan Bank, 

Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan 
pembayaran kepada pegawai. 

(3) Dalam hal: 

a. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap, pegawai dinyatakan terbukti 

melakukan tindak pidana yang merugikan Bank; 

atau 

b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi 
Bank, pegawai yang bersangkutan telah ditetapkan 

sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana 

yang merugikan Bank, 
Tim Likuidasi tidak membayarkan gaji terutang dan 

pesangon pegawai yang ditunda pembayarannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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BAB VI 
PEMBERESAN ASET DAN KEWAJIBAN BANK 

 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

 

Pasal 28 
Dalam melaksanakan pemberesan aset dan/atau kewajiban 

Bank, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan: 

a. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban Bank 
termasuk permasalahannya; 

b. menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit 

Neraca Penutupan; 
c. melakukan pengelompokan aset berdasarkan hasil 

inventarisasi; 

d. menyusun Laporan Aset Neto pada Awal Periode, 

Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, dan 
Laporan Aset Neto pada Akhir Periode; 

e. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan 

piutang; 
f. membuka rekening atas nama Bank dalam Likuidasi 

dalam bentuk giro, tabungan, dan/atau deposito pada 

bank umum dan/atau bank umum syariah untuk 
pemberesan aset dan kewajiban; 

g. membuka rekening atas nama Bank dalam Likuidasi 

dalam bentuk tabungan pada bank perkreditan rakyat 
dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah yang disetujui 

LPS untuk pembayaran kewajiban Bank dalam Likuidasi 

kepada Kreditur; dan/atau 

h. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para 
Kreditur. 

 

Bagian Kedua 
Penunjukan Kantor Akuntan Publik 

 

Pasal 29 
(1) Setelah menerima Neraca Penutupan, Tim Likuidasi 

menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit 

Neraca Penutupan berdasarkan pedoman penunjukan 
kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh LPS. 

(2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu 

kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim 
Likuidasi. 

(3) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman 
yang ditetapkan oleh LPS. 

(4) Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit 

Neraca Penutupan oleh Tim Likuidasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan LPS. 
(5) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak Neraca Penutupan diterima 

Tim Likuidasi. 
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(6) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang 
telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lama 120 

(seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 
penunjukan kantor akuntan publik. 

 

Bagian Ketiga 
Pengelompokan Aset untuk Penyusunan Laporan Aset Neto 

pada Awal Periode  

 
Pasal 30 

(1) Tim Likuidasi melakukan pengelompokan aset per 

tanggal pencabutan izin usaha sesuai dengan hasil 
inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf a sebagai berikut:  

a. inventaris: 

1. bermasalah; dan 
2. tidak bermasalah; 

b. aktiva tetap: 

1. bermasalah; dan 
2. tidak bermasalah; 

c. kredit dan/atau pembiayaan: 

1. kredit bermasalah dan/atau pembiayaan 
bermasalah; dan 

2. kredit tidak bermasalah dan/atau pembiayaan 

tidak bermasalah; 
d. agunan yang diambil alih: 

1. bermasalah; dan 

2. tidak bermasalah; 

e. aktiva lain selain aktiva dalam huruf a sampai 
dengan huruf d: 

1. bermasalah; dan 

2. tidak bermasalah. 
(2) Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf d, dan huruf e ditetapkan dalam 

kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum 
dalam pencairannya yang disebabkan antara lain: 

a. dokumen tidak lengkap;  

b. dokumen lengkap tetapi fisik aset dan/atau agunan 
tidak diketahui keberadaannya;  

c. pengikatan tidak sempurna; 

d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau 

e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam 
pengadilan. 

 

Pasal 31 
Dalam hal terdapat kewajiban Bank kepada Kreditur yang 

dijamin dengan aset Bank yang memberikan hak preferen 

kepada Kreditur berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, Tim Likuidasi harus menyatakan 

status kewajiban tersebut dalam: 

a. Laporan Aset Neto pada Awal Periode; dan/atau 

b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode,  
sebagai kewajiban kepada Kreditur yang mendapat hak 

preferen. 
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Pasal 32 
(1) Aset yang diterima Bank dalam kegiatan penitipan atau 

dalam kedudukan Bank sebagai kustodian dipisahkan 

dari aset Bank dan dikembalikan kepada pihak yang 
berhak. 

(2) Dalam hal pengembalian aset kepada pihak yang berhak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
dilaksanakan sampai dengan Laporan Aset Neto pada 

Awal Periode disampaikan kepada LPS, aset tersebut 

dititipkan oleh Tim Likuidasi kepada Bank lain. 
(3) Penitipan aset kepada Bank lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Likuidasi kepada LPS. 

 
Bagian Keempat 

Penyusunan Laporan Aset Neto pada Awal Periode dan 

Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode 

 
Pasal 33 

Tim Likuidasi menyusun Laporan Aset Neto pada Awal Periode 

dan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode Bank 
dalam Likuidasi dengan berpedoman pada Peraturan LPS 

mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan 

Bank dalam Likuidasi. 
 

Bagian Kelima 

Pencairan Aset dan Penagihan Piutang 
 

Pasal 34 

(1) Pencairan aset dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai 

dengan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. 

(2) Pencairan aset dilakukan setelah Laporan Aset Neto pada 

Awal Periode disetujui oleh LPS. 
(3) Pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa kredit dan/atau pembiayaan untuk pembayaran 

angsuran dan/atau pelunasan, dapat dilakukan sebelum 
Laporan Aset Neto pada Awal Periode disetujui oleh LPS. 

(4) Dalam hal Laporan Aset Neto pada Awal Periode belum 

disetujui oleh LPS, pencairan aset selain aset kredit 
dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan LPS. 

 

Pasal 35 
(1) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. penagihan piutang kepada Debitur; 
b. penjualan aset/piutang secara satuan atau paket 

dengan cara penjualan langsung atau lelang; 

dan/atau 
c. penjualan agunan piutang/kredit/pembiayaan 

secara satuan atau paket dengan cara penjualan 

langsung atau lelang. 
(2) Penjualan aset/piutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dapat dilakukan tanpa melakukan 

penagihan terlebih dahulu kepada Debitur. 
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Pasal 36 
(1) Dalam melakukan penagihan piutang kepada Debitur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Tim 

Likuidasi dapat tidak mengenakan bunga atau bentuk 
lain yang dipersamakan dengan bunga berdasarkan 

prinsip syariah, dan denda yang timbul sejak tanggal 

pencabutan izin usaha Bank terhadap Debitur. 
(2) Piutang kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diselesaikan dengan cara: 

a. pembayaran tunai; dan/atau  
b. perjumpaan antara utang Debitur dan simpanan 

Debitur yang bersangkutan berdasarkan hasil 

rekonsiliasi dan verifikasi yang ditetapkan oleh LPS 
dan dilakukan setelah penyelesaian pelaksanaan 

pembayaran klaim penjaminan oleh LPS. 

 

Pasal 37 
(1) Tim Likuidasi melakukan penjualan piutang setelah 

terlebih dahulu dilakukan perjumpaan antara utang 

Debitur dan simpanan Debitur yang bersangkutan. 
(2) Perjumpaan antara utang Debitur dan simpanan Debitur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat 

dilakukan apabila: 
a. Simpanan tidak tercatat; dan/atau 

b. Simpanan tidak layak dibayar karena nasabah 

penyimpan diindikasikan oleh LPS, OJK, dan/atau 
penegak hukum atau berdasarkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak 

pidana yang merugikan Bank. 
 

Pasal 38 

(1) Penagihan piutang kepada Debitur dilakukan oleh Tim 
Likuidasi atau pihak yang ditunjuk oleh Tim Likuidasi 

dengan cara langsung maupun tidak langsung baik 

tertulis maupun tidak tertulis atau dengan cara lain yang 
ditetapkan oleh Tim Likuidasi. 

(2) Dalam hal Tim Likuidasi akan melakukan upaya hukum 

terhadap Debitur tertentu, Tim Likuidasi terlebih dahulu 
melakukan peringatan dan/atau pemanggilan kepada 

Debitur dimaksud. 

(3) Dalam hal domisili/alamat tempat tinggal Debitur tidak 

diketahui atau Debitur tidak diketahui keberadaanya, 
Tim Likuidasi dapat melakukan pemanggilan secara 

terbuka melalui surat kabar. 

 
Pasal 39 

Dalam melakukan pencairan aset sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi: 
a. melakukan penilaian (taksasi) atas nilai aset yang akan 

dijual, termasuk jaminan dari piutang; 

b. melakukan identifikasi atas aset, piutang, atau agunan 
yang akan dijual mengenai hak kepemilikan dan status 

atas aset, piutang, atau agunan yang sedang terkait 

perkara, disita, atau diblokir yang dapat berdampak pada 
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pengalihan secara hukum; dan 
c. melakukan penjualan aset dilakukan secara apa adanya 

tanpa melakukan upaya yang diperlukan kecuali untuk 

mengoptimalkan hasil penjualan. 
 

Pasal 40 

(1) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan 

tahapan: 

a. menetapkan harga dasar dengan paling sedikit 
mempertimbangkan nilai jual objek pajak, harga 

likuidasi, baki debet, dan/atau harga pasar; 

b. membuat pengumuman penjualan aset; 
c. menetapkan calon pembeli berdasarkan harga 

terbaik; 

d. dalam hal tidak ada pihak yang mengajukan harga 

penawaran lebih besar atau sama dengan harga 
dasar yang ditetapkan Tim Likuidasi, Tim Likuidasi 

harus melakukan pengumuman ulang; dan 

e. setelah dilakukan pengumuman ulang, Tim 
Likuidasi menetapkan penawar dengan harga 

tertinggi sebagai calon pembeli sesuai dengan harga 

yang ditetapkan berdasarkan negosiasi. 
(2) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 

huruf b dan huruf c dilakukan di hadapan pejabat lelang 

dan pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

lelang. 

 

Bagian Keenam 
Pembayaran Kewajiban 

 

Pasal 41 
(1) Pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditur dari 

hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang 

dilakukan dengan urutan: 
a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai 

yang terutang; 

b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon 
pegawai; 

c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang 

terutang, dan biaya operasional kantor; 

d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS 
dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang 

harus dibayarkan oleh LPS; 

e. pajak yang terutang; 
f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang 

tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari 

nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan 
g. hak dari Kreditur lainnya. 

(2) Segala biaya yang berkaitan dengan Likuidasi Bank dan 

tercantum dalam daftar biaya Likuidasi Bank menjadi 
beban aset Bank dalam Likuidasi dan dikeluarkan 

terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya. 
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(3) Dalam hal Bank dalam Likuidasi tidak memiliki likuiditas 
yang cukup untuk keperluan biaya yang berkaitan 

dengan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Tim Likuidasi dapat mengajukan talangan biaya 
operasional kepada LPS. 

(4) Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan 

dikembalikan kepada LPS segera setelah Bank dalam 
Likuidasi memiliki likuiditas yang cukup. 

 

Pasal 42 
(1) Pembayaran kewajiban kepada Kreditur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dari hasil pencairan 

aset dapat dilakukan secara bertahap pada masa 
Likuidasi Bank atau sekaligus pada akhir pelaksanaan 

Likuidasi Bank.  

(2) Pembayaran kewajiban dilakukan oleh Tim Likuidasi 

secara langsung kepada Kreditur atau ditransfer ke 
rekening Kreditur yang ditunjuk oleh Kreditur dan 

biayanya menjadi beban Kreditur. 

(3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi 

mengalokasikan hasil pencairan aset dengan estimasi 

biaya operasional sesuai dengan rencana kerja dan 
anggaran biaya. 

(4) Pembayaran terakhir kepada Kreditur dari hasil 

pencairan aset dilakukan setelah Tim Likuidasi 
mengalokasikan dana untuk tindak lanjut pengakhiran 

Likuidasi Bank. 

(5) Dalam hal hasil pencairan aset tidak mencukupi untuk 

membayar seluruh kewajiban kepada Kreditur dalam 
urutan yang sama, pembayaran kewajiban kepada 

Kreditur dilakukan secara proporsional. 

 
 

BAB VII 

PENGAKHIRAN LIKUIDASI BANK 
 

Pasal 43 

Dalam hal terpenuhi kondisi: 
a. seluruh kewajiban Bank dalam Likuidasi telah 

dibayarkan; 

b. seluruh aset Bank sudah dicairkan sehingga tidak ada 

lagi aset Bank dalam Likuidasi; 
c. tidak ada lagi potensi pencairan aset yang dapat 

digunakan untuk membayar kewajiban atau potensi 

pencairan aset diperkirakan tidak menutup biaya 
operasional Likuidasi Bank; dan/atau 

d. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaksanaan 
Likuidasi Bank dapat diakhiri. 

 

Pasal 44 
Dalam hal terpenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43, Tim Likuidasi menyusun Laporan Aset Neto pada 

Akhir Periode dan laporan pertanggungjawaban. 
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Pasal 45 
(1) Sebelum ditetapkan pengakhiran Likuidasi Bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, Tim 

Likuidasi menyampaikan kepada LPS evaluasi mengenai 
potensi pencairan aset untuk membayar kewajiban atau 

menutup biaya operasional Likuidasi Bank. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian LPS tidak 
terdapat potensi pencairan aset yang dapat digunakan 

untuk membayar kewajiban atau potensi pencairan aset 

tersebut lebih kecil dari biaya Likuidasi Bank, Tim 
Likuidasi menawarkan sisa aset sebagai pembayaran 

nontunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas. 

 
Pasal 46 

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka 

waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, Tim Likuidasi 
menyampaikan kepada LPS evaluasi mengenai potensi 

pencairan aset. 
(2) Apabila masih terdapat potensi pencairan aset, Tim 

Likuidasi mengajukan perpanjangan jangka waktu 

Likuidasi Bank untuk menyelesaikan pencairan sisa aset 

tersebut dengan syarat: 
a. perkiraan nilai pencairan aset melebihi biaya yang 

dibutuhkan untuk pencairan aset tersebut termasuk 

biaya operasional Likuidasi Bank akibat 
perpanjangan tersebut; dan 

b. jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 masih dapat 

diperpanjang. 
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak terpenuhi, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset 

tersebut sebagai pembayaran nontunai kepada LPS 
selaku Kreditur prioritas. 

 

Pasal 47 
(1) LPS menerima penawaran sisa aset sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (3) 

sebagai pembayaran dalam bentuk nontunai atas 
kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada LPS. 

(2) Dalam hal masih terdapat sisa aset setelah sisa aset 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh LPS, 

Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut kepada 
Kreditur selain LPS sesuai dengan urutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). 

(3) Dalam hal masih terdapat kewajiban kepada Kreditur 
namun masih terdapat sisa aset karena sebagian atau 

seluruh Kreditur selain LPS tidak bersedia menerima 

penawaran sisa aset sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Tim Likuidasi menyerahkan sisa aset tersebut kepada 

LPS. 

 
Pasal 48 

(1) Nilai aset nontunai yang digunakan sebagai pembayaran 

kepada LPS dan Kreditur selain LPS berdasarkan nilai 
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wajar yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi. 
(2) Penetapan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari penilai 

publik atau analisis Tim Likuidasi. 
 

Pasal 49 

(1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya 
pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi 

mengumumkan tanggal pembayaran tunai terakhir 

kepada Kreditur termasuk tindak lanjut apabila Kreditur 
tidak mengambil dana yang menjadi bagiannya dalam 

jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran 

terakhir. 
(2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender 

sejak tanggal pengumuman. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang 

mempunyai peredaran luas dan/atau melalui media lain 

yang dapat menjangkau Kreditur.  
(4) Dalam hal Kreditur tidak mengambil dana yang menjadi 

bagiannya sampai dengan tanggal pembayaran terakhir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana yang menjadi 
bagian Kreditur tersebut dititipkan oleh Tim Likuidasi ke 

pengadilan negeri atau balai harta peninggalan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Penitipan dana yang menjadi bagian Kreditur yang tidak 

diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

sebelum RUPS pertanggungjawaban Tim Likuidasi. 

(6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan 
pembayaran kewajiban kepada Kreditur yang 

bersangkutan setelah dititipkannya bagian Kreditur yang 

tidak diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
 

Pasal 50 

(1) Penawaran kepada Kreditur selain LPS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan melalui 

pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian yang 

mempunyai peredaran luas dan/atau media lain yang 
dapat menjangkau Kreditur selain LPS. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat informasi: 

a. berakhirnya jangka waktu Likuidasi Bank; 
b. sisa aset yang akan ditawarkan kepada Kreditur 

selain LPS sebagai pembayaran nontunai termasuk 

kondisi aset tersebut; 
c. jangka waktu bagi Kreditur selain LPS untuk 

memberitahukan kesediaan menerima penawaran 

pembayaran nontunai tersebut; 
d. konsekuensi jika Kreditur selain LPS tidak bersedia 

atau tidak memberikan tanggapan terhadap 

penawaran Tim Likuidasi untuk menerima 
pembayaran nontunai; dan 

e. nama dan alamat Tim Likuidasi. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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huruf c paling singkat 7 (tujuh) hari kalender dan paling 
lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal 

diumumkan. 

(4) Dalam hal Kreditur selain LPS yang bersedia menerima 
pembayaran nontunai lebih dari 1 (satu) Kreditur, 

mekanisme pembayaran nontunai kepada Kreditur selain 

LPS dilakukan mengikuti mekanisme pembayaran tunai 
yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kreditur yang 

bersangkutan. 

(5) Dalam hal terdapat Kreditur selain LPS yang bersedia 
menerima penawaran sisa aset berupa kredit, 

pembiayaan, dan/atau tagihan lainnya sebagai 

pembayaran nontunai maka: 
a. Tim Likuidasi melakukan pengalihan hak tagih dari 

Bank dalam Likuidasi kepada Kreditur selain LPS, 

untuk aset nontunai berupa kredit, pembiayaan, 

dan/atau tagihan lainnya; 
b. Tim Likuidasi memberitahukan kepada Debitur 

mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a melalui pengumuman di surat kabar harian 
yang mempunyai peredaran luas dan/atau media 

lain yang dapat menjangkau Debitur; 

c. Kreditur selain LPS yang menerima penawaran sisa 
aset tersebut hanya berhak mendapatkan pelunasan 

dari hasil pencairan aset oleh Kreditur selain LPS 

sebesar kewajiban Debitur; dan 
d. seluruh dokumen kredit, pembiayaan, dan/atau 

tagihan lainnya, serta dokumen jaminan diserahkan 

oleh Tim Likuidasi kepada Kreditur selain LPS yang 

menerima penawaran sisa aset. 
(6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ada Kreditur selain 

LPS yang bersedia atau tidak memberikan tanggapan 
untuk menerima sisa aset sebagai pembayaran nontunai, 

Kreditur yang bersangkutan dianggap melepaskan 

haknya terhadap sisa aset yang ditawarkan tersebut. 
 

Pasal 51 

(1) LPS dapat melakukan penagihan atau pencairan 
terhadap sisa aset nontunai yang diserahkan kepada LPS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3). 

(2) LPS dapat melakukan penghapusan terhadap sisa aset 

nontunai yang diserahkan kepada LPS setelah dilakukan 
penagihan atau pencairan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) Hasil pencairan sisa aset nontunai diserahkan kepada 
Kreditur sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (1). 

(4) Tata cara penagihan atau pencairan dan penghapusan 
aset nontunai yang diserahkan kepada LPS ditetapkan 

oleh LPS.  

 
Pasal 52 

(1) Dalam hal seluruh kewajiban Bank dalam Likuidasi telah 

dibayarkan kepada Kreditur dan masih terdapat sisa 
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aset, sisa aset tersebut diserahkan kepada pemegang 
saham lama. 

(2) Dalam hal seluruh aset Bank telah habis dalam proses 

Likuidasi Bank dan masih terdapat kewajiban Bank 
kepada pihak lain, kewajiban tersebut wajib dibayarkan 

oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan 

Bank menjadi Bank Gagal. 
 

BAB VIII 

INSENTIF 
 

Bagian Kesatu 

Pemberian Insentif 
 

Pasal 53 

Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi diberikan 

Insentif atas: 
a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam 

Likuidasi, kecuali atas pencairan penempatan pada Bank 

lain atau antar Bank aktiva, hasil investasi, kas dan 
setara kas, serta surat berharga yang diterbitkan oleh 

Pemerintah dan Bank Indonesia; dan/atau 

b. pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang berasal 
dari pertanggungjawaban pihak yang melakukan 

kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang 

mengakibatkan kerugian Bank.  
 

Pasal 54 

(1) Dalam melakukan pemberian Insentif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, Tim Likuidasi 
mengelompokkan aset yang telah dicairkan: 

a. inventaris; 

b. aktiva tetap; 
c. kredit dan/atau pembiayaan; 

d. agunan yang diambil alih; dan 

e. aktiva lain selain aktiva dalam huruf a sampai huruf 
d, 

dengan status aset bermasalah atau tidak bermasalah. 

(2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikelompokkan sebagai aset dengan status bermasalah 

jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya 

yang disebabkan oleh: 

a. dokumen tidak lengkap; 
b. dokumen lengkap tetapi fisik aset dan/atau agunan 

tidak diketahui keberadaannya; 

c. pengikatan tidak sempurna; 
d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau 

e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam 

pengadilan. 
(3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan kondisi aset pada saat pencairan 

aset tersebut. 
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Bagian Kedua 

Besaran Insentif 

 
Pasal 55 

(1) Besarnya Insentif yang dapat diberikan kepada Tim 

Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebesar 
persentase tertentu dari hasil pencairan aset yang 

dihitung untuk setiap aset yang dicairkan. 

(2) Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. 

 
Pasal 56 

(1) Insentif yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim 

Likuidasi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 

dari total Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55. 

(2) Dalam hal tidak terdapat Tenaga Pendukung Tim 

Likuidasi, seluruh Insentif diberikan kepada Tim 
Likuidasi. 

(3) Pembagian Insentif antara Tim Likuidasi dan Tenaga 

Pendukung Tim Likuidasi, termasuk di antara sesama 
Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi 

ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS. 

 
Bagian Ketiga 

Permohonan Pembayaran Insentif 

 

Pasal 57 
(1) Tim Likuidasi menyampaikan permohonan pembayaran 

Insentif kepada LPS untuk pencairan aset setiap periode 

3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal persetujuan 
Laporan Aset Neto pada Awal Periode.  

(2) Permohonan pembayaran Insentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permohonan 
Insentif yang terakhir kali, paling lama 10 (sepuluh) hari 

kalender setelah pelaksanaan Likuidasi Bank berakhir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. 
 

Pasal 58 

(1) Permohonan pembayaran Insentif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 paling sedikit memuat 
informasi: 

a. periode pencairan aset; 

b. jenis aset yang telah dicairkan; 
c. nilai pencairan aset; dan 

d. perhitungan besarnya Insentif yang diminta. 

(2) Nilai pencairan aset dihitung dari hasil tunai pencairan 
aset dikurangi biaya pencairan aset dan/atau penagihan 

piutang. 

(3) Biaya pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang 
dapat dikurangkan dalam nilai pencairan aset 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa biaya yang 

dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan 
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pencairan dan/atau penagihan piutang tersebut. 
Bagian Keempat 

Persetujuan Pembayaran Insentif 

 
Pasal 59 

(1) LPS memberikan keputusan atas permohonan 

pembayaran Insentif paling lama 15 (lima belas) hari 
kerja setelah surat permohonan pembayaran Insentif 

diterima lengkap dengan perhitungan yang benar. 

(2) Untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran 
perhitungan Insentif, LPS melakukan konfirmasi, 

klarifikasi, dan/atau verifikasi mengenai dokumen, 

pengelompokan aset, dan perhitungan yang disampaikan 
oleh Tim Likuidasi. 

(3) Dalam hal LPS tidak memberikan keputusan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS 

dianggap menyetujui permohonan pembayaran Insentif. 
 

Pasal 60 

Insentif tidak diberikan untuk penyelesaian kredit dan/atau 
pembiayaan yang dilakukan melalui perjumpaan utang antara 

piutang dan kewajiban Debitur pada Bank dalam Likuidasi. 

 
Pasal 61 

(1) Pembayaran Insentif kepada Tim Likuidasi dan Tenaga 

Pendukung Tim Likuidasi dilakukan atas beban aset 
Bank dalam Likuidasi. 

(2) Pajak penghasilan atas pembayaran Insentif menjadi 

beban masing-masing anggota Tim Likuidasi dan Tenaga 

Pendukung Tim Likuidasi yang menerima pembayaran 
Insentif tersebut. 

 

Bagian Kelima 
Insentif Tambahan 

 

Pasal 62 
(1) Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi 

dapat diberikan Insentif tambahan selain Insentif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. 
(2) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan dengan ketentuan: 

a. Likuidasi Bank dapat diakhiri lebih cepat minimal 2 

(dua) bulan dari jangka waktu Likuidasi Bank yang 
ditetapkan tanpa perpanjangan;  

b. tidak ada penyerahan aset nontunai kepada LPS 

sebagai pembayaran kewajiban Bank dalam 
Likuidasi;  

c. opini atas seluruh laporan keuangan Bank dalam 

Likuidasi dengan predikat wajar tanpa pengecualian 
dan hasil evaluasi atas laporan pertanggungjawaban 

Tim Likuidasi seluruhnya dengan predikat patuh 

terhadap ketentuan; dan 
d. total hasil pencairan aset dan/atau penagihan 

piutang oleh Tim Likuidasi paling sedikit sama 

dengan total nilai aset pada Laporan Aset Neto pada 
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Awal Periode yang telah diaudit. 
(3) Tata cara pemberian Insentif tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPS. 

 
BAB IX 

POTONGAN UTANG ATAS KEWAJIBAN DEBITUR BANK 

DALAM LIKUIDASI 
 

Bagian Kesatu 

Pemberian Potongan Utang 
 

Pasal 63 

(1) Tim Likuidasi dapat memberikan Potongan Utang atas 
kewajiban Debitur yang mengajukan permohonan 

Potongan Utang. 

(2) Pemberian Potongan Utang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi 
diberikan kewenangan pemberian Potongan Utang oleh 

LPS sebagai RUPS Bank dalam Likuidasi. 

(3) Kewenangan pemberian Potongan Utang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan 

RUPS Bank dalam Likuidasi. 

 
Bagian Kedua 

Syarat Pemberian Potongan Utang 

 
Pasal 64 

(1) Pemberian Potongan Utang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 hanya dapat diberikan oleh Tim Likuidasi 

setelah Tim Likuidasi melakukan upaya penagihan 
secara maksimal dan Debitur: 

a. bersikap kooperatif dan mempunyai iktikad baik 

untuk menyelesaikan kewajibannya; 
b. tidak mampu secara finansial untuk membayar 

kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu 

likuidasi; dan 
c. bukan pihak yang diindikasikan melakukan 

perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan 

kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha 
Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal. 

(2) Tim Likuidasi tidak dapat memberikan Potongan Utang 

kepada Debitur yang memiliki simpanan pada Bank 

dalam Likuidasi yang belum ditetapkan status 
penjaminan simpanannya. 

 

Bagian Ketiga 
Besaran Potongan Utang 

 

Pasal 65 
(1) Pemberian Potongan Utang atas kewajiban Debitur dapat 

dilakukan terhadap utang pokok, utang bunga atau 

bentuk lain yang dipersamakan dengan bunga 
berdasarkan prinsip syariah, dan/atau utang denda. 

(2) Potongan Utang dapat diberikan oleh Tim Likuidasi 

kepada Debitur terhadap: 
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a. utang bunga atau bentuk lain yang dipersamakan 
dengan bunga berdasarkan prinsip syariah dengan 

nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah); dan/atau 
b. seluruh utang denda. 

(3) Pemberian Potongan Utang bunga atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan bunga berdasarkan prinsip 
syariah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan pemberian Potongan Utang pokok 

hanya dapat dilakukan oleh Tim Likuidasi setelah 
mendapat persetujuan LPS. 

 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pemberian Potongan Utang 

 

Pasal 66 

(1) Debitur yang mengajukan permohonan Potongan Utang 
menyampaikan surat permohonan Potongan Utang 

disertai dengan alasannya kepada Tim Likuidasi sesuai 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Lembaga ini. 

(2) Dalam menyampaikan surat permohonan Potongan 
Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Debitur 

wajib melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Lembaga ini, yang memuat bahwa 

Debitur: 

a. tidak mampu secara finansial untuk membayar 
kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu 

likuidasi; 

b. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan 
c. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang 

mengakibatkan kerugian atau membahayakan 

kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi 
Bank Gagal. 

 

Pasal 67 
(1) Tim Likuidasi melakukan evaluasi terhadap setiap 

permohonan Debitur yang mengajukan Potongan Utang.  

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada: 
a. data pendukung Debitur; 

b. hasil kunjungan kepada Debitur atau pihak terkait 

Debitur; dan 
c. upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Tim 

Likuidasi. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa kesimpulan/rekomendasi untuk: 

a. menyetujui seluruhnya; 

b. menyetujui sebagian; atau 
c. menolak seluruhnya, 

atas permohonan yang disampaikan oleh Debitur, 

disertai dengan alasannya. 
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(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disajikan dalam laporan hasil evaluasi permohonan 

pemberian Potongan Utang sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Lembaga ini. 

(5) Untuk mendapatkan persetujuan pemberian Potongan 
Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), 

Tim Likuidasi mengajukan permohonan kepada LPS 

dengan melampirkan: 
a. surat permohonan Potongan Utang dari Debitur 

beserta lampirannya; dan 

b. laporan hasil evaluasi permohonan pemberian 
Potongan Utang. 

 

Pasal 68 

Persetujuan pemberian Potongan Utang disampaikan oleh Tim 
Likuidasi kepada Debitur dalam bentuk surat ketetapan 

pemberian Potongan Utang sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. 

 

Pasal 69 
(1) Debitur yang diberikan Potongan Utang sesuai dengan 

surat ketetapan pemberian Potongan Utang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 68 wajib melunasi sisa 
kewajibannya setelah dikurangi Potongan Utang 

dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak tanggal surat ketetapan 

pemberian Potongan Utang. 
(2) Dalam hal Debitur tidak melunasi kewajibannya dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemberian Potongan Utang sebagaimana tertuang dalam 
surat ketetapan pemberian Potongan Utang menjadi 

tidak berlaku. 

 
Pasal 70 

(1) Tim Likuidasi melaporkan kepada LPS pelaksanaan 

pemberian Potongan Utang kepada Debitur yang 
dilampiri dengan: 

a. surat permohonan Potongan Utang dari Debitur 

beserta lampirannya;  

b. laporan hasil evaluasi permohonan pemberian 
Potongan Utang; dan 

c. surat ketetapan pemberian Potongan Utang. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan 

Bulanan periode berikutnya. 

 
BAB X 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN 

 LIKUIDASI BANK 
 

Pasal 71 

(1) LPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi 
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Bank.  
(2) Pengawasan pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung 

dan/atau secara tidak langsung. 
(3) Dalam melaksanakan pengawasan langsung, LPS dapat 

menunjuk kantor akuntan publik atau meminta badan 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan 

nasional untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas 

nama LPS. 
 

Pasal 72 

(1) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Bulanan kepada 
LPS paling sedikit memuat: 

a. perkembangan kegiatan Likuidasi Bank; 

b. kendala ketidaktercapaian target; 

c. laporan aliran kas; 
d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang 

telah diselesaikan; 

e. rincian realisasi anggaran; dan 
f. permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak 

lanjut. 

(2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan setiap bulan paling lama tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. 

(3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari Sabtu, 
hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, atau cuti 

bersama yang ditetapkan pemerintah, Laporan Bulanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 

disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya. 
 

BAB XI 

PERTANGGUNGJAWABAN TIM LIKUIDASI 
 

Pasal 73 

(1) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Aset Neto pada 
Akhir Periode dan laporan pertanggungjawaban tugas 

Tim Likuidasi kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari 

kalender setelah pelaksanaan Likuidasi Bank selesai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. penerimaan hasil Likuidasi Bank; 
b. biaya Likuidasi Bank; 

c. pembayaran kewajiban kepada Kreditur; 

d. sisa aset yang belum dicairkan; dan 
e. sisa kewajiban yang belum dibayarkan. 

(3) LPS menunjuk kantor akuntan publik atau meminta 

badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional untuk melakukan audit atas 

Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan evaluasi 
terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 
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(4) Kantor akuntan publik atau badan yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan 

nasional yang melakukan audit dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

menyampaikan laporan hasil audit dan evaluasi kepada 

LPS dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan LPS 
mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan 

Bank dalam Likuidasi. 

(5) Biaya pelaksanaan audit dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik atau 

badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan 
pembangunan nasional menjadi beban LPS. 

(6) LPS memutuskan menerima atau tidak menerima 

pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 

(sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan 
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(7) Dalam hal LPS memutuskan tidak menerima 

pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS menetapkan 
langkah penyelesaiannya. 

(8) Keputusan LPS untuk menerima atau tidak menerima 

pertanggungjawaban Tim Likuidasi termasuk 
menetapkan langkah penyelesaiannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) merupakan 

Keputusan RUPS. 
(9) Keputusan RUPS untuk menerima pertanggungjawaban 

Tim Likuidasi dibuat dalam akta notaris. 

 

Pasal 74 
Dalam hal Bank dalam Likuidasi masih memiliki kewajiban 

kepada LPS berupa pinjaman operasional, talangan 

pembayaran gaji pegawai terutang, dan/atau talangan 
pesangon pegawai yang tercantum dalam Laporan Aset Neto 

pada Akhir Periode dan laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Tim Likuidasi 
melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang 

menyatakan adanya kewajiban tersebut dan 

ketidaksanggupan melunasi kewajiban tersebut. 
 

Pasal 75 

Tim Likuidasi dapat menerima pembayaran untuk pelunasan 

utang Debitur sepanjang Laporan Aset Neto pada Akhir 
Periode belum selesai disusun. 

 

Pasal 76 
(1) Setelah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, 

LPS:  

a. meminta Tim Likuidasi: 
1. mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan 

menempatkannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat 
kabar harian yang mempunyai peredaran luas;  

2. memberitahukan kepada instansi yang 

berwenang mengenai hapusnya status badan 
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hukum Bank; 
3. memberitahukan kepada instansi yang 

berwenang agar nama badan hukum Bank 

dicoret dari daftar perusahaan; dan 
4. menyerahkan seluruh dokumen Bank dalam 

Likuidasi kepada LPS; 

b. membubarkan Tim Likuidasi; dan 
c. memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris 

nonaktif. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kalender sejak pertanggungjawaban diterima LPS 

sebagai RUPS. 
 

BAB XII 

PENYELESAIAN KANTOR CABANG BANK ASING  

YANG DICABUT IZIN USAHANYA 
 

Pasal 77 

Dalam hal Kantor Cabang Bank Asing dicabut izin usahanya 
oleh OJK, berlaku ketentuan: 

a. seluruh aset Kantor Cabang Bank Asing terlebih dahulu 

digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di 
Indonesia; dan 

b. kantor pusat bank dari Kantor Cabang Bank Asing 

bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor 
cabangnya di Indonesia. 

 

Pasal 78 

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 77, LPS membentuk Tim Penyelesai yang 

memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya Tim 

Likuidasi. 
 

Pasal 79 

Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 77 bagi Kantor Cabang Bank Asing paling lama 2 

(dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai dan dapat 

diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun. 
 

BAB XIII 

PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK PERANTARA 

 
Pasal 80 

Ketentuan mengenai Likuidasi Bank dalam Peraturan 

Lembaga ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
pelaksanaan likuidasi bank perantara yang dicabut izin 

usahanya oleh OJK. 

 
BAB XIV 

 LIKUIDASI BANK DENGAN KRITERIA TERTENTU 

 
Pasal 81 

(1) Dalam hal Bank Gagal yang dicabut izin usahanya 

dengan jumlah aset tertentu dan memenuhi kriteria:  
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a. tidak terdapat indikasi tindak pidana yang 
merugikan Bank berdasarkan informasi OJK dengan 

nilai material; dan 

b. estimasi biaya Likuidasi Bank lebih besar dari 
estimasi hasil pencairan aset dan/atau penagihan 

piutang, 

pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi dapat 
dilakukan dengan cara tertentu.  

(2) Pelaksanaan Likuidasi Bank dengan cara tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. likuidasi dilakukan terutama dengan cara penjualan 

aset dan/atau tagihan piutang secara satuan atau 

paket; dan 
b. penyusunan, penyampaian, dan pengumuman 

Laporan Aset Neto pada Awal Periode dan Laporan 

Perubahan Aset Neto Selama Periode dilaksanakan 

mengikuti ketentuan mengenai Laporan Aset Neto 
pada Awal Periode dan Laporan Perubahan Aset 

Neto Selama Periode untuk Likuidasi Bank dengan 

jumlah aset dan kriteria tertentu sebagaimana 
diatur dalam Peraturan LPS mengenai pencatatan 

transaksi dan pelaporan keuangan Bank dalam 

Likuidasi. 
(3) Pelaksanaan Likuidasi Bank dengan kriteria tertentu 

tetap mengikuti ketentuan Peraturan Lembaga ini serta 

Peraturan LPS mengenai pencatatan transaksi dan 
pelaporan keuangan Bank dalam Likuidasi, sepanjang 

tidak diatur lain pada ayat (2). 

(4) Tata cara pelaksanaan likuidasi Bank Gagal yang dicabut 

izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh LPS.  

 

BAB XV 
LARANGAN 

 

Pasal 82 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota 

Tim Likuidasi secara sendiri atau bersama-sama dilarang 

melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau 
pihak lain yang tidak berhak. 

(2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi 

jika dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 83 

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, pelaksanaan 
Likuidasi Bank yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan 

Lembaga ini tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan LPS 

Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan LPS 
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Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 982). 

 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 84 
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan 

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang 

Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 

tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 982), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
 

Pasal 85 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 September 2022 
 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, 
 

ttd 

 
PURBAYA YUDHI SADEWA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 September 2022 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 
YASONNA H. LAOLY 

www.peraturan.go.id 



2022, No.838 -36- 

LAMPIRAN I 

PERATURAN LEMBAGA PEN.JAMIN SIMPANAN 

NOMOR 1 TAHUN 202- 

TE TANG LH<UrDASI BANK 

PERSEITTASE PEMBERIAN INSE TIF KEPADA 'nM UKUIDASJ DAN TENAGA 

PENDUK NG TIM LIK IDASI 

JENISASET 
JANGKA WAH.TU .PENCAIRAN 

No. 
s.d 1 Lh >] th s.d 2th >2 th s.d 3 th >3th s.d 4th 

lnvcntsris 

l - bermaealah 3.00% 2,00% 1,00% 0,50% 

- tidak berrneaalah 2,00o/o> 1.00%, 0,50"..4, 0.00% 

Aktiva tetap 

- - bermasefah 400% 3,00% 2,00% 0,50% 

- tidak bermaaatah 2.00% 1,0 0,5 0,00% 

Kredit dan/atau 

pemblayaan 
3 

- bermasatah 3,00% 2,00% 1,0'0% 0,50% 

- tid a.k. bermaaalah 2.00"A. l ,OOh. 0.5<1¥o 0,00% 

Agu.nan yang 

diam bi Lalih 

- bcnnasalah ,OOo/., 3.00%, 2,00% 0.50% 

- tidak bcnnasalah 2,00% 1,00"� 0,50% 0,00'! 

Aktiva I in •j 

5 - bcTmasalah 3,00% 2.00'� 1,0QIX 0,5<:YM, 

- tidak bermaaatah 2,00% 1.00%, 0,50"..4, 0.00% 

Kc crangan: 
Kccuau pcncmpatan pada Bank lain [antar Bank aktrvs]. hasil mveetasl, kas dan 
setara kas , serta surat berharga yang diterbitkao olch Pernerirrtah dan Bank 
Indonesia. 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

LEMBAGA Pli:NJAM1N SIMPA AN, 

P RBAYA YUDHI SADEWA 
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LAMPIRAN 11 

PERATURAN LEMBAGA PEN.JAMIN SIMPANAN 

NOMOR 1 TAHUN 202- 

TE TANG LH<UrDASI BANK 

SURAT PERMOHONAN POTONOAN U1'ANG 

Kepada Yth: 
Tim Likuidasi ( ama Bank) 

di ····•·•····································· 

Dengan horrnat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah Inl, sebagai Debitur............... ( ama 
Bank} (DL) dengan data sebagal beriku : 
Nama 

Ala.mat 

Plafon Kredi /Pembiayaan : Rp . 

Bald De bet : Rp .. 

Bunga• 

Denda 
Jumlah Kewajiban 
Jaminan 

: Rp .. 

: Rp + 
: Rp .. 

dengan lni mengajukan permohonan untu.k dapat dfbertkan Potongan Utang 

atas pinjaman Sa a, dengan rtnctan sebagal bertku · 

Uraian Pokok Bunga• Denda Jumlah(Rp) 

111 (Rp) (2) (Rpl (Rp) (61=(2) (3) .... (41 

(3) (41 

Kewajiban per tanggal 

........... 
Potongan Utang 
Sisa kewajiban yang 

masib harus dilunasi 
Keterangan: 

� Kcwajibsn bunga termasuk jugii kewajiban bentuk lain yang diJ)('f"samrucan dengan 
bunga her asarkan prtnaip syarlah. 
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Adapun alasan Saya mengajukan pennohonan pernbertan Potongan Utang 
dikarenakan: 

1 ,. . 

2 . 

3 . 

Sebagal bukti iktikad baik Sa.ya dalam rangka pelunasan kewajiban, Saya telah 
menltlpkan dana tltlpan pembayaran utang sebesar Rp yang telah 
dtsetorkan kepada Tlm Likuidasi sesuai bukti terlampir. 

Bersama ini Saya lamptrkan SUrat Pemyataan yang menyata.kan bahwa Saya; 
1. tidnk mampu secara fina.nsial untuk membayar kewajfban secara penuh 

dalam jangka waktu Iikuldasl; 
2. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan 
3. ttdak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan 

kerugian atau me.mbahayakan kelangsungan usaha Bank sehmgga Bank 

menJadl Bank Gagal. 

Demikian permohonan inJ Saya sampaikan. Atas persetujuannya, Saya 
ucapkan terima kasth. 

. , . 
Ttd 

Meterai 
I Nama pemohon l 

KETUA DEWAN KOMlSIONER 

L&:MBAGA PENJAM1N SIMPANAN, 

ttd 

PURBAYA YUOHI SADEW. 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN LEMBAGA PENJAMtN SIMPANAN 

NOMOR 1 TAHUN 202- 

TE TANG LH<UrDASI BANK 

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dlbax ah int 

ama 

Pekerjann 
Alamat 

sehubungan dengan pmjaman atas nama Saya pada [Nama Bank) 

........... dengan rtncian sebagat bertkut: 

Plnfon Kredit/ Pembiayaan 
Bald Debet 
Bunga" 
Denda 
Jumlah Kewajiban 

: Rp . 

: Rp .. 

: Rp . 
• Rp + 

; Rp . 
Kckrangan: 
• Kcwajiban bunga rermasuk juga kewajiban bcntuk lain yang dlperaarnakan dengen 

bunga berdeaarkan prinslp syariah. 

dengan ini menyatakan bahwa Saya: 
1. tldak mampu secara flnansial untuk membayar kewajiban secara penuh 

dalam jangka waktu hkuidast: 
2. tidak menyalahgunaJrn.n pinjrunan; dan 
3. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan 

kerugian tau membahaynkan kelangsungan usaha Bank sehlngga Bank 
menjadi Bank Gagal. 

Pinjaman yang Saya tertma dart I ama Bank) Saya pergunakan 
sepenuhn a untuk, [tujuan penggunaan]. 

Ketidalanampuan Saya untuk melunasi pinjaman tersebut dikarenakan: 
L alasan] 
2 . 

3 . 
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Demlkian Surat Pemyataan tnt Sa_ a buat dengan sesungguhnya clan menurut 

keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya paksaan dart pihak manapun serta 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mesnnya, 

Apab!la pernyataan lni temyata tidak benar danj atau tldak dapat 

d.ipertanggungjawabkan serta menimbulkan kerugian balk material rnaupun 
nonmaterial, maka segala akibat yang timbuJ akan menjadi tanggung jawab 

Saya sepenuhnya.. 

......................................................................... 

'Ftd 
rneteral 

( Nama pemohon J 

KETUA DEWAN KOMJSIONER 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN LEMBAGA PENJAMtN SIMPANAN 

NO MOR 1 TAHUN 202- 

TE TANG LH<UrDASI BANK 

TIM LIKUIDASI 

Nama Bank;· fDLI 
Alam.at· .. 

LAPORAN BASIL EVALUASI 

PERMOHONAN PEMBERIAN POTONGAN UTANG 

Sehubungan dengan SUrat Pennohonan Potougan Utnng 
Nomor. tanggal ang dtajukan oleh Debitur dengan data sebagai 
bertkut: 

Nama 

Pekerjaan 
Alamat 

Tim Uk:uidasi telah melakukan evaluasl atas permohonan dlmaksud dengan 
hastl evaluasi sebagal bertku · 
L Kelengka.pan Surat Permohonan Debitur serta dokumen pendukung 

D SU:rat Per:mohonnn Debitur [berrneteral 
O Surat Pernyataan Debltur [bermeterai] 

2. Ka.tegori Debitur 
D Debitur perorangan 
O D bitur badan bukum 

3. Analis!s pengujian substantif atas ketldakmampuan finanslal pemohon 
D Tidak memili.ki kernarnpuan untuk melunasi seluruh kewajiban 
Anallsis nm Likutdasi: . 

D Masih memillki kemarnpuan untuk melunasl seluruh kewajiban 
Anallsis Tim Ll.kuid.asi: . 

+, Agunan Debitur 

D Tanpa agunan 

www.peraturan.go.id 



2022, No.838 -42- 

O Memilikl agunan 
Jenls agunan 

NUai perklraan penealran : .. 
Kepemillkan agunan: 
D Milik sendiri 

D Milik orang lain 
5. Pengikatan agunan 

O Hak Tanggungnn 

O Jamlnan Fidusia 
O Oadai 

D Hlpotik 

D Lainnya, 

yaitu ... 

6. Kondisi pengtkatan agunan 
D Sempuma 
D Tidak sernpurna, karena •.... 

7. Eksekusl agunan 

O Dapar dieksekusi 

Kond.l.si: . 

O MelaluJ balai lelang, dengan perkiraan basil pencairan tneto] sebesar: 
Rp . 

0 Telah dflakukan penjualan, dengan hasil pencalran sebesar; Rp . 
D Tidak dapat dteksekusl, 

karena ................•.... 

8. Dann titlpan pembaj aran utang 
D Telah disetorkan 

O Tunal, sebesar: Rp . 

O Transfer rekening Bank dalam Llkuidasi, sebesar: Rp .. 
D Belum dtsetorkan 

9. Buktl dana tltipan pembayaran utang 
O Terlampir 
D Tldak dilarnptrkan 
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10. Jumlah yang diajukan d bltur: 

Uraian P.okok Bwig:a• Denda Jwnlah (Rpl 
fll (Rpl (21 fRpJ (Rp) f 5f'(-2J+(31 f41 

{3) (4) 
Kcwajiba.n p� tanggal ..•... 

Potongan Utang 

Sisa krwajiban yang rnasih 

hams dilunas:i 

Keterangan: 
Kcwajiban bunga termasuk jugs. kc:wajiban benruk laln yang dipersamakao 

dengan bunga berdasarkan plinsip syariah. 

11 Hasll kunjungan Tun Ll.kuidasi ke Debitur dan/atau pihak Debltur 
f termasuk agunan Deblrur' : 

a. 
b. 
c. 
cl. 

e. 

.................... ,. (foto kunjungan dilampirkan) 

L. Kewenangan pemberian Potongan Utang 
O Tanpa persetujuan LPS 
D Dengan persetujuan LPS 

13. Kesimpulan/Rekomendasi** Tim Likuldasi 
D Menyetujui seluruhnya, dengan alasan, . 
O Menyetujui sebagian, dengan alasan ., . 

D Menolak seluruhn a, dengan alasan .. 
Keterangan · 
- Corer saLah saru, 

l . Catatan Tim Likutdaal; 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
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.............................. 11 . 

Tun Likuldasl 
................................. (narna Bank] 

'rtd 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN LEMBAGA PENJAMtN SIMPANAN 

NOMOR 1 TAHUN 202- 

TE TANG LH<UrDASI BANK 

TIM LIKUIDASI 
Nama Bank;· (DL) 

Alam.at: . 

S RAT KETETAP PEMBERIA POTONGAN UTANG 

Nomor: . 

Kepada Yth: 
Sdr. .. .. . .. . . .. .. .. .. Deb! tur] 
di . 

'rim Likuidasl , setelah mempertimbangknn: 

1. Surat Saudara Nomor tanggal perlhal · 

2. Hastl evaluasl atas permohonan Potongan tong Saudara; dan 

3. swat LPS Nomor ,. tanggal . .,. perihal dalam hai 
Po ongan Utang harus mendapatkan. persetujuan. LP5). 

memutuskan untuk memberikan Potongan Utang seluruh/sebagian* 
permohonan Potongan Utangyang Saudara ajukan: 

Nama Debitur 
Alamat 

omor dan tanggal perjanjian k:redit/ akad 
dengan perhltungan sebagat berikut 

Uraian Pokok Bunga- Denda Jumlah (Rp) 

111 IRpl (2) lRpl (3) (Rpl 141 (S)=l2)+13l+f4l 
Kewajiban per tanggal ...... 
Potongan Utang 

Sisa kewajiban yang maslh 

harus d.iJunasi 
Keterangan: 

Corel saLa.b saru, 
K�ajiban bungs termaauk juga kewajiban benruk lain yang diperaamakan 
dengan bunga berdasarkan prinsip syariah. 
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Saudarn di.min ta untuk melunasi slsa kewajiban sebesar 

Rp ( ), paltng, lama 30 tiga 

puluh] hart kalender sejak tanggal surat ini. Apablla Saudara tidak melunasi 
stsa kewaJiban dalarn jangka waktu tersebut. pemberian Potongan Utang 
sebagatmana tertuang dalam Surat Ketetapan Pemberian Potongan Utang ini 

menjadJ tidak berlaku . 

.............................. . 

'rim Llkuidasl 

................................. [nama Bank] 

'rtd 

Kererangan: 
Rangkap l untuk Debitur 
Re.ngkap 2 untuk Tim Likuidasi 
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